BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-
Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42806);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022
Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

5.

Bupati adalah Bupati Bangka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedududkan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.



Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah.

(2) APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.

1.474.562.917.140,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh empat milyar
lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus empat
puluh rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.
1.293.562.917.140,00 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh rupiah),
yang bersumber dari :

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pendapatan asli daerah;
Pendapatan transfer; dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.165.296.577.250,00 (seratus enam puluh
lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh
ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 67.324.310.750,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh
empat juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 7.997.146.500,00 (twjuh milyar sembilan ratus sembilan puluh
tujuh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.427.500.000,00 (empat
milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.547.620.000,00 (delapan puluh lima
milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.127.666.339.890,00 (satu trilyun seratus dua
puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh
sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer antar daerah;

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 868.978.081.000,00 (delapan ratus enam
puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh
satu ribu rupiah).



(3)

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 258.688.258.890,00 (dua ratus lima puluh delapan
milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan
ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.
1.474.562.917.140,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh empat milyar lima
ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh
rupiah), yang terdiri atas :

a.

b.
c.
d.

(1)

(2)
(3)

(4)

(9)

(6)

Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.089.246.565.378,00 (satu trilyun delapan puluh
sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima
ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

. Belanja pegawai;
. Belanja barang dan jasa;

. Belanja hibah; dan

a
b

c. Belanja subsidi;

d

e. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 526.538.974.456,00 (lima ratus dua puluh enam milyar lima ratus
tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima

puluh enam rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 520.704.654.261,00 (lima ratus dua puluh milyar
tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh
satu rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 39.767.936.661,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam
puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh
satu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh
lima juta).



Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 252.028.442.037,00 (dua ratus lima puluh dua
milyar dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga puluh
tujuh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal gedung dan bangunan;

c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.748.349.976,00 (lima puluh lima milyar
tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.146.880.970,00 (empat puluh tujuh
milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu
sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 148.823.405.945,00 (seratus empat puluh
delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu
sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 309.805.146,00 (tiga ratus sembilan juta delapan
ratus lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 4.610.000.000,00 (empat milyar enam
ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp. 4.610.000.000,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta
rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 128.677.909.725,00 (seratus dua puluh delapan
milyar enam ratus tujuh puluh twuh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh
ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 7.532.145.725,00 (twjuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta
seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 121.145.764.000,00 (seratus dua puluh satu milyar
seratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar rupiah), yang
terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan



b. Pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga
milyar rupiah),

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 183.000.000.000,00 (seratus
delapan puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 183.000.000.000,00
(seratus delapan puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah;

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus/defisit sebesar  Rp.
(181.000.000.000,00) (seratus delapan puluh satu milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 181.000.000.000,00
(seratus delapan puluh satu milyar rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bangka ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

3. Lampiran [II Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
Tahun Anggaran 2023;

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023;

5. Lampiran V  Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023; dan



6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto
SRI ELLY SAFITRI, SH

PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007



